
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR (pTp TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 -  2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023, yang mengakibatkan berubahnya 
nomenklatur program - kegiatan dan indikator program - 
kegiatan;

b. bahwa berubahnya program - kegiatan dan indikator program 
-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Keija Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2018-2023;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180);
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323);
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10. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 102);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 483);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 76);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 
(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 
77);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
KATINGAN TAHUN 2018 -  2023.

Pasal I

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 483), 
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

( 1 )

(2)

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 
2023 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang 
pelaksanaannya lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Keija Pemerintah 
Daerah dan Rencana Keija Perangkat Daerah.
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan dan Perikanan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
19. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Keija;
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Pendapatan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
27. Kecamatan Katingan Kuala;
28. Kecamatan Mendawai;
29. Kecamatan Kamipang;
30. Kecamatan Tasik Payawan;
31. Kecamatan Katingan Hilir;
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32. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
33. Kecamatan Pulau Malan;
34. Kecamatan Katingan Tengah;
35. Kecamatan Sanaman Mantikei;
36. Kecamatan Marikit;
37. Kecamatan Katingan Hulu;
38. Kecamatan Petak Malai;
39. Kecamatan Bukit Raya;

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan 
pad^ tanggal, 70 p f̂TWCT 2bJ7

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR

7022


